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PROVINS! SULAWESI UTARA 

BUPATI MINAHASA SELATAN 

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN 

NOMOR 01 TAHUN 2018 

TENT ANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP 

DESA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA SELATAN 

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat ( 1 )  

Mengingat 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016  

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014  tentang Dana Desa Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara· 

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota 

menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 

Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa 

Selatan Tahun Anggaran 2018 .  

1 .  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4273); 

2. Undang-Undang . . .  
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2.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014  tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014  Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) ,  sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016  Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017  tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2018  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017  Nomor 244); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 3  Tahun 2014  

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 2093); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5  

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 2036); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017  
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 1 12/PMK .07 /20 17  (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7  Nomor 108 1 ) ;  

9 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 Tahun 2017  

tentang Perubahn Rincian Dana Desa Kabupaten/Kota 

Tahun Anggran 2018  (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017  Nomor 197 1 ) ;  

10 .  Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 20 16 tentang Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 
2016 Nomor 3 ) ;  

1 1 .  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 20 17  tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa 
Sela tan Tahun Anggaran 20 18  (Lembaran Daerah 

Kabupaten . . .  
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Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017 Nomor 5 seri 
A ) .  

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan; 

2 .  Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

3 .  Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat; 

4. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan; 

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa; 

6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh 

Kementerian Dalam Negeri; 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 

disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. 

BAB II 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

Pasal 2 

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Minahasa 

Selatan Tahun Anggaran 20 18 ,  dialokasikan secara merata 

dan berkeadilan berdasarkan: 

a. Alokasi . . .  
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a. Alokasi Dasar; 
b. Alokasi Afirmasi; dan 

c. Alokasi Formula. 

Pasal 3 

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 

2 huruf a; dihitung berdasarkan alokasi dasar per 

kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah 

ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 

Tahun 2017 ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 .  

Pasal 4 

( 1 )  Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal 

dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah 

penduduk miskin tinggi. 

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

AA per Desa = AAKab/Kota / {(2 * DST) + ( 1 * DT)} 

Keterangan: 

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa 

= Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam 

Lampiran Perpres mengenai Rincian 

APBN TA 2018  

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang 

memiliki jumlah penduduk miskin 

tinggi 

DT = J umlah Desa Tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin tinggi 

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang 

memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung 

sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa. 

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal 

yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung 

sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa. 

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan 

Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal 

dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh 

Kementerian Keuangan. 

Pasal 5 

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf 

c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis 

yang . . .  

AAKab/kota 
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yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau 
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang statistik. 

Pasal 6 
Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 5, dilakukan dengan menggunakan 
formula sebagai berikut: 
AF Desa = {(O, 10 * 21)  + (0,50 * 22) + (0, 15 * 23) + (0,25 * Z4)} * AF 

Kab/Kota 

Keterangan: 

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa 

Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa 
terhadap total penduduk Desa kabupaten. 

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa 
terhadap total penduduk miskin Desa 
kabupaten. 

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap 
total luas wilayah Desa kabupaten. 

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa 
kabupaten. 

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten. 

Pasal 7 

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf c, disusun dan ditetapkan oleh Bupati 
berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang 
dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 
pemerintah di bidang statistik. 

Pasal 8 

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di 
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
PENY ALURAN DANA DESA 

Pasal 9 

( 1 )  Penyaluran Dana Desa 
pemindahbukuan dari Rekening 
Rekening Kas Umum Desa. 

dilakukan melalui 
Kas Umum Daerah ke 

(2) Pemindabukuari . . .  
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(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 

(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening 
Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah 
dipenuhi. 

(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I 

dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Desa 
mengenai APBDes dari Kepala Desa. 

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II 

dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi 

penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 
anggaran sebelumnya dari Kepala Desa. 

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III 

dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi 

penyerapan dan capaian output Dana Desa Sampai 
dengan tahap II dari Kepala Desa. 

(6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa sampai tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) ,  menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling 
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata 

rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 
50% (lima puluh persen). 

(7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 
ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase 

capaian output dari seluruh kegiatan. 

(8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 

dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 

kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, 

cara pengadaan, dan capaian output. 

(9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, 

kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data 

dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh 

kementerian/lembaga terkait. 

BAB IV 

PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 1 0  

diprioritaskan untuk membiayai 

dan pemberdayaan masyarakat yang 

Des a 
pembangunan 

meliputi: 

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana dasar un tuk 

( 1 )  Dana 

pemenuhan kebutuhan: 

1 .  lingkungan . . .  

I  
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1 .  lingkungan pemukiman; 

2 .  transportasi; 

3 .  energi; dan 

4. informasi dan komunikasi. 

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial 

dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 

1 .  kesehatan masyarakat; dan 

2.  pendidikan dan kebudayaan. 

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk 

mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi: 

1 .  usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk 

ketahanan pangan; 

2 .  usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang 

difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk 

unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi 

dan pemasaran; dan 

3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang 

difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk 

unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi 

dan pemasaran. 

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana lingkungan un tuk 

pemenuhan kebutuhan: 

1 .  kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; 

2 .  penanganan bencana alam; 

3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan 

4. pelestarian lingkungan hidup. 

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai 

dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam 
Musyawarah Desa. 

f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

pem bangunan Desa; 

g. Pengembangan . . .  
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g. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa; 

h. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa; 

i. Pengembangan sistem informasi Desa; 

. j .  Dukungan pengelolaan kegiatan pelay_p..JYiHiu��) 

dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan 

perempuan dan anak, serta pemberdayaan 

masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa 

penyandang disabilitas; 

k. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian 

lingkungan hid up; 

1. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, 

penanganan bencana alam serta penanganan kejadian 

luar biasa lainnya; 

m. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha 

ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa 

dan/ a tau BUMDesa Bersama; 

n. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok 

masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi 

masyarakat Desa lainnya; 

o. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama 

Desa dengan pihak ketiga; dan 

p. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa 
lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa 
dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa. 

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  setelah 
mendapat persetujuan bupati. 

(3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa 
mengenai APBDesa. 

Pasal 1 1  

(  1 )  Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh 
bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan 
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan 

diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja 
dari masyarakat Desa setempat. 

Pasal 12 . . .  



l _ 

9 

Pasal 12  

( 1 )  Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana 
Desa. 

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas 
penggunaan Dana Desa. 

BABV 
PELAPORAN DANA DESA 

Pasal 13 

( 1 )  Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan 
dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran 
kepada bupati. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  terdiri atas: 
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahap I .  

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling 
lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun 
anggaran berjalan. 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah 
batas waktu penyampaian laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat 

menyampaikannya pemu takhiran capaian output kepada 
bupati. 

BAB VI 

SANKS I 

Pasal 14 

( 1 )  Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5) ;  
b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); 
dan/atau 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional 
daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b dilakukan terhadap 

penyaluran . . .  
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penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan 
sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya. 

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya lebih besar darijumlah Dana Desa yang akan 
disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I 

tidak dilakukan. 
(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli 

tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun 
anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga 
puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 

disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 
(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada 

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 
Desa. 

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) ,  tidak dapat disalurkan kembali pada tahun 
anggaran berikutnya. 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf 

c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah 

dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi 
penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana 
Desa. 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ,  

disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada 

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

Pasal 15  

( 1 )  Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda 

dalam hal: 

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1)  huruf a telah 

diterima; 

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 

kurang dari atau sama dengan 30%; dan 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional 

daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1 )  huruf a 

dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya 

tahun . . .  
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tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi 

ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang 

bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda 

penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

paling lambat akhir bulan November tahun anggaran 

berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan 

APBDesa tahun anggaran berikutnya. 

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan 

APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran 

sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran 

berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran 

sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN 

ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran 

DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua 

bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

Pasal 16 

( 1 )  Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa 

dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan 

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14  ayat ( 1 )  huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa 

di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen). 

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1)  dilakukan pada penyaluran Dana 

Desa tahun anggaran berikutnya. 

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  kepada Kepala KPPN 

selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

BAB VII. . .  
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan 

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa 

Sela tan. 

Ditetapkan di Amurang 
pada tanggal Januari 2018  

BUPATI MINAHASA SELATAN 

CHRISTIANY EU ENIA PARUNTU 

Diundangkan di Amurang 
pada tanggal Jan uari 2 0 18  

SEKRETARIS D ERAH 

DANNY H. R DENGAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2018  NOMOR . 

L _ _  -  - ------------- 
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Alokasl form...U 

IClaslflb!IDesa Dosi 

- 
JuralaihPe� Jumlah Penduduk Miskin ._ .......... IKG ....,,o...Oesa 

- - -Deso -- - 
............ 

- 
TQ'QJ 8obot Aloltn1 Formula per-Oosa IOII .IPM 

-- - -- 
.......... ............. 

..... �uduk .......... ..... 

-- 
..... 

- 
...... 

........... .............. 
- 

- -- ,. .• 
-,.- 

--.. ,g 
= = 

- 
;. ,� u ,. 

I" 

" 
,<• ,, .. 

"' 
,. .� ,,,,.� ,m.(lth ,, • J91 

" 
H.,._,,1.m-1n 

JAO fr.u- RAl'IIAP 616,345 TEl!TINGGAI. 6 1735 0.0085 0.0008 176 0.0067 0.0033 9.08 O.D066 0.0010 44.72 0.0071 0.0018 0.006942947 111,451 727,796 

lAl ITATAPAAN PASlAlfN SAlU 616.345 TEl!TINGGAL 5 1054 0.0052 0.0005 148 0.0056 0.0028 U.52 0.0098 0.0015 44.28 0.0070 0.0017 0.006540695 104,994 721,339 

1'1 fTATAPAAN 

- 
616.345 BEIIKEMBANG 4 1 .. 2 0.0071 0.0007 70 0.0027 0.0013 0.11 0.0001 0.0000 55.49 0.0088 0.0022 0.004238118 68,032 684,377 

lA3 --BMAT lOfillfJ 616,345 rnmNGGAL 6 1402 0.0069 0.0007 208 0.0079 0.0040 21.10 0.0152 0.0023 33.66 0.0053 0.0013 0.0082S4154 132.499 748,844 

1<4 IIORlUN6 IWIAT ""'""""SAlU 616.345 TERTINGGAL 4 1493 0.0073 0.0007 97 0.0037 0.0018 21.10 0.0152 0.0023 55.74 0.0088 0.0022 0.007060509 113,338 729,683 

145 �IWIAT TONOEIOUA 616.345 TEIITINGGAI. 5 1533 0.0075 0.0008 144 0.0055 0.0027 21.10 0.0152 0.0023 48.51 0.0077 0.0019 0.007688047 123,411 739,756 

146 --IIAIIAT RM>WIBAIIU 616,345 TEl!TINGGAI. 3 1456 0.0071 0.0007 51 0.0019 0.0010 2.53 0.0018 0.0003 61.81 0.0098 0.0024 0.004395744 70,562 686,907 

147 llollJKU5-T RANA.AN BA.RU SATU 616.345 TEIITINGGAL • 1177 0.0058 O.ooo6 84 0.0032 0.0016 2.85 0.0021 0.0003 62.14 0.0098 0.0025 0.004933805 79,199 695,544 

148 --T IIAHMN BARU 004 616.)45 TEIITINGGAL 2 891 0.0044 0.0004 35 0.0013 0.0007 4.7S 0.0034 0.0005 47.09 0.0074 0.0019 0.003474249 55,770 672115 

149 MDRllailWtAT TO'«ll'ON 616,345 TERTINGGAL 5 1037 0.0051 0.0005 150 0.0057 0.0029 22.79 0.0165 0.0025 32.92 0.0052 0.0013 0.007127094 1)4,407 730,752 

150 MIJHllNiMIIAT ICBIOIT 616,345 TEIITINGGAL 5 17 .. 0.0085 0.0009 141 0.0054 0.0027 31.73 0.0229 0.0034 39.86 0.0063 0.0016 0.00854469 137,162 753,507 

151 Ml'.JIIJIII&-.- lAIIIMIIOW 616,345 TEIITINGGAL 3 1082 0.0053 0.0005 63 0.0024 0.0012 13.30 0.0096 0.0014 33.76 0.0053 0.0013 0.004500008 72.236 688,581 

152 M01'1UE111M1 lARIMIIOW TAu«UIIAH 616.345 TEIITINGGAI. 5 1083 0.0053 0.0005 110 0.0042 0.0021 17.10 0.0123 0.0019 32.18 0.0051 0.0013 0.005742686 92.184 708,529 

153 MCIIIJl-. lMtM TOION 616,345 TERTINGGAL 
• - 1453 0.0071 0.0007 89 0.0034 0.0017 3.80 0.0027 0.0004 34.99 0.0055 0.0014 0.004195331 67.345 683,690 

154 MOIOIJN6TUJA TOIONBARU 616.345 TERTINGGAL 4 1501 0.0073 0.0007 72 0.0027 0.0014 28.49 0.0206 0.0031 30.99 0.0049 0.0012 0.006412992 102,944 719,289 

155 MCfRJUNG-.-iit WIWGAAMONGENA 616.345 TERTINGGAl 7 1716 0.0084 0.0008 272 0.0103 0.0052 3.89 0.0028 0.0004 32.53 0.0051 0.0013 0.007715245 123,848 740,193 

156 IMDKUIGTIMUR WAHGA 616.345 BERKEM8ANG 6 1565 0.0077 0.0008 194 0.0074 0.0037 7.60 0.0055 0.0008 37.09 0.0059 O.OOlS 0.006740259 108,197 724,542 

157 MORJINi lMUR PICUAN 616.345 TERTINGGAL 7 1496 0.0073 0.0007 311 0.0118 0.0059 22.16 0.0160 0.0024 51.94 0.0082 0.0020 0.011093703 178.080 794,425 

158 M01nlNG TIMUR PICUANSATU 616.345 TERTINGGAL 8 147,071 1379 0.0068 0.0007 435 0.0165 0.0083 9.50 0.0069 0.0010 40.19 0.0063 0.0016 0.011557519 185,525 948,941 

159 5UWlll TARBIAN TALAITAO 616,345 BER KEM BANG 6 1379 0.0068 0.0007 155 0.0059 0.0029 2.27 0.0016 0.0002 28.73 O.CIO'S 0.0011 0.005001346 80.283 696,628 

160 5UUUITMBWI SULUUNSATU 616.345 TERTINGGAL 5 1370 0.0067 0.0007 114 0.0043 0.0022 2.12 0.0015 0.0002 38.70 0.0061 0.0015 0.004594453 73,752 690,097 

161 SUJUITA18tAN SUUAJNOUA 616,345 BERKEM8ANG 3 974 0.0048 0.0005 41 O.CXH6 0.0008 2.28 0.0016 0.0002 49.59 0.0078 0.0020 0.00345999 55,541 671,886 

162 5UWlll TMEIIAN SUllNJNTIGA 616.345 TERTINGGAL 
• lll4 0.0055 0.0005 72 0.0027 0.0014 2.28 0.0016 0.0002 36.73 0.0058 0.0014 0.003610183 57,952 674.297 

163 SII.lUllAIBIA, .. SUlLMJN EMPAT 616.345 TEl!TINGGAL 5 1127 0.0055 0.0006 113 0.0043 0.0021 :!.ls 0.CXU6 0.0002 39.04 0.0062 0.0015 0.004476717 71,862 688,207 

164 suuu, lAIIBIAN PINAPAlANGKOW 626,345 BERKEMBANG 4 1347 0.0066 0.0007 74 0.0028 0.0014 538 0.0039 0.0006 34.78 0.0055 0.0014 0.004021534 64,555 680,900 

165 SUUll<TAIE!AN KAPOYA 616,345 TERTINGGAL 5 989 0.0048 0.0005 110 0.0042 0.0021 253 0.0()18 0.0003 27.01 0.0043 0.0011 0.003915246 62,849 679,194 

166 5I.UUI nllEllAN TAlAfTAO lfrARA 616.345 TEIITINGGAL 1 332 0.0016 0.0002 17 0.0006 0.0003 2.39 0.0017 0.0003 29.77 0.0047 0.0012 0.001919051 30,805 647,150 

167 

-- 
KapoyaSatu 616,345 TERTINGGAL 5 920 V.0045 0.0005 127 0.0048 0.0024 4.00 0.0029 0.0004 27.lt 0.0043 0.0011 0.004367405 70,107 686,452 

Totol 102,929,615 1,029,497 204,223 1.0000 0.1000 26,308 1.0000 05000 1,384.63 l.0000 0.1500 6,334.85 1.0000 0.2500 1 16,052,350 120,011,462 I 

I 

I 

I . - . 
L·J 

Konlrof flltNPh)-- 

1-
·0mal>!:A�MnaN��tMI 120011,462 

tQS1-- -- Dana Oesa Kab Minahasa: SeatJn 1200U.462 

In--- MclasiD.lsilif" Kab Mlnahasa Selatan 102.929.615 

H.lsi :u...-Ak:ibsi Casar Kab Mlnahasa Seiatan 102.929.615 

I-..Mc*ai511Afirmasl Kab M1nahasa Setatan 1,029,497 

Hasi U...-J.JdQisi Afirmasl Kab Minahasa Selatan 1 029,497 

l--· AldQ:9 Fonnuta Kaib Mina�sa Selat3n 16.052,350 

H.151 ......__ AJoicasi Formula lab Minahasa Seta tan 16,052,350 
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